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A. Latar Belakang

Krisis multi dimensi pasca Orde Baru, selain menyebabkan terpuruknya
sektor kehidupan juga telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total di
seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Tema sentral reformasi total ini adalah

untuk mewujudkan masyarakat madani, yakni terciptanya ketata pemerintahan
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Bagi Pemerintah Daerah, pola pemerintahan sentralistis yang dijalankan

selama ini telah menghambat proses belajar sekaligus menumpulkan inisiatif dan

! E.Koswara, Otonomi Daerah Yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat, Makalah
dipersiapkan Untuk Bahan Pembahasan Dalam Seminar / Diskusi Pada Instansi / Lembaga / Badan
di Pusat dan Daerah, Departeman Dalam Negeri, Jakarta, 1999, hal. 1.



kreatifitas dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Daerah
tidak bisa berkembang dan memunculkan efesiensi untuk bertindak sesuai dengan
kebutuhan dan harapan masyarakat lokal. Daerah menjadi ketergantungan pada
pemerintah pusat. Dalam iklim ketergantungan itulah pemerintah daerah dijadikan
alat untuk melayani kepentingan Pusat di Daerah. Dengan pergesaran paradigma
pemerintahan ini telah memberikan keleluasaan dan menciptakan motivasi sendiri

kepada daerah dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab,

guna mengatur dan mer G kepantingan ﬂlﬁfﬁi etempat menurut prakarsa
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Indonesia diajak untuk memperbaiki kinerja pemerintahannya dengan mengadopsi

2Yeremias T Keban, Good Governance dan Capacity Building Sebagai Indikator Utama dan
Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan,
www.bappenas.go.id/index.php/module=filemanager&func=download&pathext=contentExpress/
&view=396_Yeremias%20T.%20Keban(9).pdf-Adobe.
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"good governance" sebagaimana dipromosikan oleh World Bank, UNDP, United
Nations dan beberapa agen internasional lainnya.? Visi institusi yang jelas, bekerja
efisien dan efektif, transparan dalam pengambilan keputusan, akuntabel dalam
berbagai tindakan dan keputusan, menghormati hak asasi manusia, merupakan
nilai-nilai utama yang perlu mendapatkan perhatian. Namun hal itu tidak serta
merta akan menjamin perbaikan pemerintahan jika tidak ada komitmen untuk

memperbaiki validitas dari standar penilaian pelaksanaan pemerintahan dan

or utama dalam standar
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ﬁerln ahan di Indonesia, prinsip good
governance diturunkan pelaksanaannya sampai pada tingkat propinsi dan daerah
kabupaten/kota di Indonesia. Upaya itu melahirkan istilah penyelenggaraan

pemerintahan yang baik secara lebih spesifik yaitu good local governance

* Ibid., him. 2.
* Ibid., him. 3.



(pemerintahan daerah yang baik). Sehingga prinsip-prinsip yang terkandung
dalam good governance juga diadopsi ke dalam good local governance oleh
masing-masing daerah di Indonesia. Konsep tata pemerintahan yang baik telah
disepakati sebagai model tata pemerintahan di Indonesia. Karena itu setiap daerah
berupaya menyusun berbagai kebijakan yang disejajarkan dengan sumber daya
dan potensi daerah yang selama ini mendapat kungkungan.

Sejalan dengan itu pemerintah Kota Solok pun mensinergikan diri dalam

norma pengawas
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good governance. pektorat Daerah mempunyai
kewenangan yang secara tegas harus mengawal jalannya praktek pemerintahan,
sehingga bisa mencegah dan mendeteksi penyelewengan oleh aparatur pemerintah
melalui pengawasan yang optimal.

Peningkatan pengawasan bertujuan untuk menyempurnakan dan

mengefektifkan sistem pengawasan dalam mewujudkan aparatur negara yang



bersih, akuntabel dan bebas KKN. Sebagai salah satu SKPD dalam good local
governance, salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat
Daerah adalah me-review laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).> Selain
itu tujuan pengawasan adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur
negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan

menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Inspektorat Daerah

mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan pengawasan

maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah.
Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi

controling yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan.

> Mardi, Pentingnya Review Laporan Keuangan Daerah, dalam sumbar.go.id?index.php, diakses
tanggal 16 Maret 2009, waktu 08.03 WIB.



Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah,
Inspektorat Daerah Kota Solok menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas
sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam APBD.
Selain itu, masyarakat mengharapkan pengawasan lebih dari sekedar memperbaiki
kesalahan melainkan harus diminta pertanggung jawaban kepada yang bersalah.
Salah satu tuntutan masyarakat untuk menciptakan good governance dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kiprah institusi pengawas daerah.
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lembaga ini menyebutkan tidak ada kesalahan atau penyelewengan anggaran.
Kalau ada, paling-paling hanya kesalahan administratif, prosedur. Kalau sudah

begitu vonisnya, bisa dipastikan hukumannya hanya hukuman administratif.

Pejabat dipindah ke bagian lain, dan kasusnya selesai. Jarang sekali terjadi,

®Mardi, Peran Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal, Dalam sumbar.go.id diakses
tanggal 12 Desember 2009 waktu 13.02 WIB.



kesalahan prosedur, kesalahan administrasi, kasusnya berujung pada sidang
pengadilan.’

Salah satu contoh bentuk penyelewengan yang berkaitan dengan kinerja
lembaga Inspektorat Daerah adalah kasus pengelolaan keuangan yang tidak sesuai
dengan peruntukan bahkan terindikasi korupsi. Hal ini diungkapkan oleh tokoh
masyarakat Kota Solok, Muharamidas Dt. Buayo Putiah terkait dengan hasil

pemeriksaan dari BPK tertanggal 29 Juni 2009 yang menemukan dalam realisasi

belanja bantuan Sia isask 4 ke akatan. tidak sesuai dengan
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wartawan membantah adanya Korupsi di Kota Solok apalagi tentang temuan BPK

terhadap pengelolaan keuangan Pemko Solok. Beliau menegaskan bahwa sebagai

7 Joko Dwi Hastanto, Pembentukan Tim Monitoring Berpotensi KKN, dalam
http://www.suaramerdeka.com/harian/0512/27/slo10.htm diakses tanggal 6 desember 2010 pukul
23.34.

8 Buktikan Keadilan, 07 Januari 2010, dalam http://twominkun.blogspot.com/2010/01/buktikan-
keadilan.html

*Ibid., hal.2.
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aparatur Pemerintah Kota Solok telah menindaklanjuti sebagaimana yang telah di
minta oleh BPK, agar Wako Solok segera menindaklanjuti temuan BPK dan
melakukan Rekomendasi terhadap temuan tersebut. Dan menurut Wako Solok
pada saat itu, Pemerintah Kota Solok telah menanyakan (Komplein) kepada pihak
BPK dan ternyata pihak BPK telah memberikan penilaian terhadap Pemko Solok
Wajar Dengan Pengecualian.®® Menurut beberapa tokoh masyarakat dalam hal ini

siapa yang salah dan benar sangat sulit ditentukan, karena masing-masing pihak

iserahkan kepada aparat yang
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FKIP UMMY Kota Solok, anggota Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah
(KP EPD) dan “SW” Direktur CV.lkrar Utama Padang, terkait kasus dugaan

korupsi dana bantuan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Sistem

10 |bid., hal.3.
" 1bid., hal 4.



Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Komputer (TIK) Tahun 2006 dari
Ditjen Dikti dengan pagu dana Rp. 375.000.000,- .** Mantan Ketua Pansus Perda
EPD yang juga Ketua Tim Seleksi Personalia KP EPD, DP Dt. Mj. Alam
mengatakan IH sesuai Perda 1/2008 tentang EPD harus berhenti sebagai
personalia KP EPD karena terkait kasus pidana. Menurutnya, pemberhentian ini
tidak perlu putusan tetap pengadilan. Pertimbangannya, masa tugas KP EPD

hanya 3 tahun, sementara proses hukum bisa berjalan hingga 5 tahun. Untuk

memproses kasus terkait etika, Mj.Alam
menambahka Ewe' D! Mj.Alam mendesak
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dilakukan tidak berjala ~ Hal ini menimbulkan

pertanyaan bagaimana kinerja Inspektorat Kota Solok melalui fungsi pengawasan

fungsional yang dimilikinya selama ini dalam mengawasi internal pemerintahan

2 Romeyzar, Tersangka Kasus Korupsi Terancam Dipecat, Rabu 25 November 2009, dalam
http://www.padang-today.com/

“ Tersangka Kasus Korupsi Bantuan Solok Terancam Dipecat, Kamis 11 Februari 2010, dalam
infokorupsi.com
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sendiri, adakah pengawasan yang dilakukan itu dijalankan. Dari gambaran
permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan
fungsi pengawasan fungsional di Inspektorat Kota Solok terutama dalam rangka

mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di Kota Solok.
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D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi dari penelitian ini adalah secara akademis penelitian ini diharapkan
dapat menjadi penambah wawasan dan pengembangan studi pengawasan fungsional di

pemerintahan daerah khususnya di lembaga pengawas daerah.
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